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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1153/Pdt.G/2018/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara Cerai Gugat antara :

Sarniati  binti  Amaq  Rohan,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Jerua, Desa

gunung  Rajak,  Kecamatan  Sakra  Barat,  Kabupaten  Lombok

Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Sarniati  binti  Amaq  Rohan,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  tempat  kediaman  di  Dusun  Montong

Teliang,  Desa  Pejaring,  Kecamatan  Sakra  Barat,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK  PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01

November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor  :  1153/Pdt.G/2018/PA.Sel  telah  mengajukan  perkara  Cerai  Gugat

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada tanggal 05 Januari 2010 di Dusun Montong Teliang, Desa Pejaring,

Kecamatan  Sakra  Barat,  Kabupaten  Lombok  Timur,  sesuai  dengan

kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Sakra  Barat,  Kabupaten  Lombok  Timur.

Tertanggal 11 Januari 2010; 

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

Dusun Montong Teliang, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, selama
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2,5 bulan dan kemudian berpindah ke Dusun Jerua, Desa Gunung rajak,

Kecamatan Sakra Barat, kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan  dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Maulida Safitri, perempuan umur 8 tahun (ikut Penggugat);  

b. Azzam  Zul Anan, laki-laki umur 2,6 tahun (ikut Penggugat);  

3. Bahwa  sejak  tahun  2014  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan:

a. Tergugat  sering  mengucapkan  kata-kata  kasar  dan  melakukan

tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;  

b. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain

bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa

seizin ataupun sepengetahuan Penggugat;  

c. Tergugat tidak dapat berlaku adil kepada Penggugat baik dari segi

nafkah lahir dan bathin;  

4. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  telah  mencapai

puncaknya pada bulan Mei 2018 yang berakibat Tergugat menyerahkan

Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu antara

Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal sampai sekarang; 

5. Bahwa  sejak  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah sudah sulit  dipertahankan lagi dan karenanya

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma  agama  maka  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  bagi

Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  antara  Penggugat

dengan Tergugat; 

6. Bahwa pihak keluarga telah  berusaha mendamaikan/menasehati  agar

Penggugat  dengan  Tergugat  dapat  rukun  dan  kumpul  kembali  akan

tetapi tidak berhasil; 

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Penggugat bersedia

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; 
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Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Selong  cq.  Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  (Sarniati  binti  Amaq

Rohan) kepada Penggugat (Sarniati binti Amaq Rohan Rohan); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat

telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik; 

Bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan

Tergugat menyatakan akan rukun kembali dan membina rumah tangga dengan

baik, untuk itu Penggugat mencabut perkaran yang telah diajukannya dengan

register Nomor 1153/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 01 November 2018;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat

dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa   gugatan  Penggugat  termasuk  dalam  sengketa

bidang  perkawinan  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  berdasarkan

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang

mengadili perkara ini; 

Menimbang,  bahwa untuk memenuhi  ketentuan Pasal  154 R.Bg.  Jo.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan
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ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan  Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

di  Indonesia,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan

kembali membina rumah tangga dengan baik; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  upaya  damai  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat menyatakan telah rukun kembali dan membina rumah tangga dengan

baik, untuk itu Penggugat mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya

pada  tanggal  01  November  2018  dengan  register  perkara  Nomor

1153/Pdt.G/2018/PA.Sel; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari

Tergugat  dapat  dilakukan  oleh  Penggugat  tanpa  persetujuan  dari  Tergugat,

sebagaimana  ketentuan  Pasal  271  Rv,  oleh  karenanya  permohonan

Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini

akan dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku  dan

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  Permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1153/Pdt.G/2018/PA.Sel dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara 

3. Membebankan  Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi
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bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad

Abdul  Hadi,  SH.,  MH.  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis  serta  Dra.  Hj.  Naily

Zubaidah, SH. dan Mujitahid,  SH.,  MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri  oleh para hakim Anggota serta  Bukran,  SH. sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota 

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.

Mujitahid, SH., MH.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 400.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp    491.000,00(empat  ratus  sembilan  puluh  satu  ribu

rupiah)
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